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ABSTRAK 

 

Perdagangan elektronik (e-commerce) dewasa ini marak digunakan dalam perdagangan jual 

beli secara daring, salah satunya adalah e-commerce Zara Indonesia yang menyediakan 

berbagai penjualan barang dan/atau jasa, seperti desain, produksi, distribusi, dan berbagai 

produk pakaian dan parfum. Dalam mengatur hubungan hukum antara para pihak, Zara 

Indonesia menggunakan perjanjian baku yang berisi klasula-klausula baku yang seringkali 

terdapat potensi klausula eksonerasi yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan kerugian 

terhadap konsumen. Oleh karena itu penelitian ini mengangkat rumusan masalah, bagaimana 

menentukan dan menganalisis klausula eksonerasi dalam perjanjian baku e-commerce Zara 

Indonesia dengan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen? Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan menganalisis 

klausula eksonerasi pada perjanjian baku e-commerce Zara Indonesia dengan konsumen 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis 

dan statutary approach untuk menganalisis perjanjian baku e-commerce Zara Indonesia 

dengan pisau analisis UUPK dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penelitian ini 

menemukan bahwa terdapat klausula eksonerasi dalam perjanjian baku e-commerce Zara 

Indonesia yang tidak sesuai dengan UUPK dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Maka berdasarkan hasil analisis tersebut sebaiknya pemerintah melakukan pengawasan 

terhadap perjanjian baku yang digunakan dalam jual beli secara daring melalui e-commerce, 

pelaku usaha Zara Indonesia harus memperhatikan kepentingan konsumen lebih baik, dan 

perlu diadakan edukasi lebih lanjut terhadap konsumen dalam pemahaman perjanjian baku 

dan klausula baku yang dapat merugikan konsumen. 

 

KATA KUNCI: Electronic-commerce, Perjanjian Baku, Klausula Baku, Klausula Eksonerasi, 

Perlindungan Konsumen 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin pesat khususnya pada 

bidang telekomunikasi seperti Interconnected Network (Internet) menyebabkan setiap 

aktivitas manusia semakin dipermudah, salah satu aktivitas yang sering digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari adalah jual beli secara daring yang pada dewasa ini marak dijumpai 

oleh masyarakat melalui Electronic-Commerce (perdagangan elektronik) atau selanjutnya 

akan disebut e-commerce. Penggunaan e-commerce yang semakin pesat di Indonesia dapat 

dilihat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang berjudul “Statistik e-Commerce 

2022/2023” dengan melakukan survey pada 34 provinsi di seluruh Indonesia yang 

mencakup 302 kabupaten/kota serta 4.252 (Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua) Blok 

sensus dan 31.753 (Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga) Usaha, 

menunjukkan bahwa terdapat 2.995.986 (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima 

Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam) Usaha yang beroperasi aktif di Indonesia. Data 

tersebut menunjukkan banyaknya pelaku usaha yang menggunakan e-commerce di 

Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya.1 

Dewasa ini, hukum positif Indonesia telah mengakomodir perlindungan konsumen yang 

termaktub pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 

selanjutnya disebut UUPK. Akan tetapi dalam kegiatan jual beli secara daring melalui e-

commerce UUPK tidak mengatur, melainkan dalam peraturan perundang-undangan lain, 

yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem 

Elektronik, selanjutnya disebut Peraturan PMSE. 

Dalam pelaksanaan jual beli secara daring melalui e-commerce, sistem yang digunakan 

adalah transaksi elektronik. Dasar hukum mengenai transaksi elektronik di Indonesia 

termaktub dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 

Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut PP PSTE, 

mengenai definisi dari transaksi elektronik termaktub di dalam Pasal 1 ayat (2) PP PSTE, 

menyatakan: 

 
 

1 Badan Pusat Statistik (bps.go.id) diakses pada 15 Juli 2024, Pukul 20.15 WIB. 

https://www.bps.go.id/id/publication/2023/09/18/f3b02f2b6706e104ea9d5b74/statistik-ecommerce-2022-2023.html
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“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan 

komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” 

 

Berdasarkan pasal tersebut, maka setiap aktivitas dalam jual beli secara daring melalui e-

commerce baik dari tahapan pemesanan barang, pembayaran barang, sampai pada tahap 

pengiriman barang dilakukan secara elektronik. Unsur yang harus dipenuhi agar transaksi 

dapat dikategorikan sebagai Transaksi Elektronik, yaitu: 2 

1. Transaksi dilakukan oleh 2 (dua) pihak yang hendak melaksanakan jual beli 

secara daring; 

2. Terdapat pertukaran produk barang maupun jasa serta data dan infomasi; 

3. Jaringan internet menjadi media utama dalam pelaksanaan kegiatan di e-

commerce. 

Dengan demikian, maka setiap aktivitas jual beli secara daring yang sesuai dengan 

ketentuan di atas dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk transaksi elektronik antara para 

pihak. 

 

Perkembangan perdagangan jual beli secara daring pada e-commerce, dewasa ini 

mempengaruhi perkembangan dunia bisnis di Indonesia3. Salah satu e-commerce yang 

marak digunakan baik oleh pelaku usaha maupun konsumen dalam melakukan hubungan 

hukum seperti jual beli secara daring adalah e-commerce Zara Indonesia. Bentuk dari 

kegiatan usaha Zara Indonesia adalah penjualan barang dan/atau jasa, seperti desain, 

produksi, distribusi, dan penjualan berbagai produk lainnya seperti pakaian dan parfum. 

 

Zara Indonesia merupakan badan usaha yang memiliki domisili pusat di luar negeri, yaitu 

Galicia, Spanyol, namun menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Berdasarkan 

hukum positif Indonesia telah diatur mengenai hal tersebut yang termaktub di dalam Pasal 

7 huruf c Peraturan PMSE, menyatakan: 

 

“Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri yang 

memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menunjukkan 

perwakilan yang berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang dapat bertindak sebagai dan atas nama Pelaku Usaha dimaksud.” 

 
2 Futri Wisma Hayati, M. Hosen, dan Lili Naili Hidayah, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Situs 

Belanja Online Shopee Ditinjau Dari Perundang-Undangan, Zaaken Journal of Civil and Business Law, Vol. 1, 

No. 1, 2020, hlm. 81-82, diakses dari Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Situs Belanja Online 

Shopee Ditinjau Dari Perundang-Undangan | Zaaken: Journal of Civil and Business Law (unja.ac.id), diakses pada 

tanggal 19 Mei 2024, Pukul 20.03 WIB. 
3 Yessica Hartono Putri dan Putri Triari Dwijayanthi, Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Melalui e-Commerce 

Di Indonesia, Jurnal Kertha Negara, Vol. 10, No. 5, 2022, hlm. 483, diakses dari 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/issue/view/4271, diakses pada tanggal 20 Mei 2024, Pukul 10.30 

WIB.  

https://www.online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/8281
https://www.online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/8281
https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/issue/view/4271
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Kriteria yang dimaksud berupa jumlah transaksi; nilai transaksi; jumlah paket pengiriman; 

dan/atau jumlah traffic atau pengakses. Lebih lanjut, dalam Pasal 11 Peraturan PMSE, 

menyatakan: 

 

“Setiap Pelaku Usaha yang melakukan PMSE wajib memenuhi persyaratan umum 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 

 

Berdasarkan Pasal di atas, terdapat penjelasan Pasal 11 Peraturan PMSE, menyatakan: 

 

“Setiap Pelaku Usaha yang melakukan PMSE wajib memenuhi persyaratan antara lain 

izin usaha, izin teknis, Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, kode etik 

bisnis (business conduct)/perilaku usaha (code of practices), standardisasi produk 

Barang dan/atau Jasa dan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Kode etik bisnis (busfness conductllperilaku usaha (code of practices) 

adalah aturan etis untuk melakukan Perdagangan secara jujur dan menjunjung semangat 

kompetisi yang sehat, baik yang berlaku internal maupun eksternal Pelaku Usaha.” 

 

Kemudian, Zara Indonesia sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 

(PPMSE) yang berkantor pusat di luar negeri tetap berlaku ketentuan tentang peraturan 

perundang-undangan di Indonesia.4 Dalam hal ini Zara Indonesia yang dijalankan oleh PT. 

Sarimode Fashindo Adiperkasa yang berdomisili di Jakarta, Indonesia, memiliki kantor 

pusat di Arteixo Galicia, Spanyol. 

 

Oleh karena itu, Zara Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya harus mematuhi 

ketentuan dalam UUPK, termasuk mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha 

yang termaktub di dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK, menyatakan: 

 

“(1) pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau 

jasa yang: 

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan” 

 

Dengan demikian, maka Zara Indonesia wajib menyelaraskan setiap kegiatan usahanya 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan PMSE yang 

mengatur secara khusus mengenai pelaku usaha dalam penyelenggaraan perdagangan 

melalui sistem elektronik. 

 

 
4 Kontan di publish tanggal 4/12/2019, “Peraturan Pemerintah (PP) Soal e-Commerce Sudah Terbit Ini Detailnya” 

https://nasional.kontan.co.id/news/peraturan-pemerintan-pp-soal-e-Commerce-sudah-terbit-ini-

detailnya?page=all diakses pada 24 Juli 2023 pukul 19.14 WIB. 

https://nasional.kontan.co.id/news/peraturan-pemerintan-pp-soal-e-commerce-sudah-terbit-ini-detailnya?page=all
https://nasional.kontan.co.id/news/peraturan-pemerintan-pp-soal-e-commerce-sudah-terbit-ini-detailnya?page=all
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Selanjutnya, dalam membentuk perikatan antara para pihak, metode yang marak 

digunakan adalah perjanjian baku untuk efisiensi dan efektivitas jual beli secara daring. 

Dewasa ini, e-commerce Zara Indonesia dalam kegiatan jual beli secara daring media yang 

digunakan adalah perjanjian baku atau standar kontrak, dimana salah satu pihak telah 

mempersiapkan terlebih dahulu perjanjiannya, yaitu oleh e-commerce Zara Indonesia yang 

kemudian akan berlaku bagi para pihak.5 Perjanjian baku e-commerce Zara Indonesia yang 

digunakan dalam kegiatan jual beli secara daring adalah perjanjian baku dengan judul 

“Syarat Dan Ketentuan Umum Pembelian Serta Penggunaan.”6 

 

Dalam perjanjian baku Zara Indonesia terdapat klausula baku yang terindikasi 

mengandung klausula eksonerasi, pada bagian penolakan pemrosesan pesanan termaktub 

di dalam klausul 9 perjanjian baku Zara Indonesia, menyatakan: 

 

“Kami sewaktu-waktu berhak menghapus produk serta menghapus atau mengubah 

materi atau konten apapun dari situs web ini. Sekalipun kami akan senantiasa 

mengerahkan segala upaya yang memungkinkan untuk memproses semua pesanan, 

terdapat keadaan khusus yang mengharuskan kami menolak pemrosesan pesanan 

setelah mengirimkan konfirmasi pesanan. Kami sewaktu-waktu berhak 

melakukannya. Kami tidak akan bertanggung jawab kepada anda atau pihak ketiga 

mana pun atas penghapusan produk dari situs web ini, ataupun penghapusan atau 

perubahan materi atau konten dari situs web ini, maupun penolakan untuk memproses 

pesanan setelah kami mengirimkan konfirmasi pesanan.” 

 

Klausul di atas terindikasi mengandung klausula eksonerasi, yaitu sesuai pada Pasal 18 

ayat (1) huruf g UUPK, menyatakan: 

 

“Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, 

tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku 

usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.” 

 

Berdasarkan Pasal di atas, frasa pada klausul 9 perjanjian baku Zara Indonesia, yang 

menyatakan “Kami sewaktu-waktu berhak menghapus produk serta menghapus atau 

mengubah materi atau konten apapun dari situs web ini” dan “Kami tidak akan 

bertanggung jawab kepada anda atau pihak ketiga mana pun atas penghapusan produk dari 

 
5 Sri Lestari Poernomo, Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, Jurnal Penelitian 

Hukum De Jure, Vol. 19, No. 1, 2019, hlm. 110, diakses dari Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum 

Perlindungan Konsumen | Poernomo | Jurnal Penelitian Hukum De Jure (balitbangham.go.id), diakses pada 

tanggal 08 Juli 2024 pukul 20.00 WIB. 
6 terms-and-conditions-id_ID-20230223.pdf (zara.net), diakses pada 13 April 2024 pukul 16.18 WIB. 

https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/566/pdf
https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/566/pdf
https://static.zara.net/static/pdfs/ID/terms-and-conditions/terms-and-conditions-id_ID-20230223.pdf
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situs web ini, ataupun penghapusan atau perubahan materi atau konten dari situs web ini” 

terindikasi melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK. 

 

Sesuai dengan klausula di atas dalam perjanjian baku Zara Indonesia, penulis merasa perlu 

melakukan analisis terhadap klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi pada 

perjanjian baku Zara Indonesia untuk menelaah dan memahami lebih lanjut kesesuaian 

antara penjanjian baku Zara Indonesia dengan UUPK. Berdasarkan hal tersebut penulis 

berminat untuk melakukan penelitian berupa penulisan hukum yang berjudul “Analisis 

Yuridis Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku Electronic Commerce Zara 

Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis berikan di atas, maka penulis mengangkat 

rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana menentukan dan menganalisis klausula eksonerasi dalam perjanjian 

baku e-commerce Zara Indonesia dengan konsumen berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis melalui penelitian ini adalah untuk: 

1. Menentukan dan menganalis klausula eksonerasi pada perjanjian baku e-commerce 

Zara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen; 

 

1.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. Penelitian hukum 

yuridis normatif merupakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan konsep-konsep menurut pandangan para ahli mengenai permasalahan dalam 

rumusan masalah.7 Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan 

hukum primer seperti Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti 

buku, jurnal, doktrin, maupun artikel yang relevan dengan penelitian ini, dan bahan hukum 

 
7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali 

Pers, 2001, hlm. 13-14 
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tersier8 yang terfokus pada pengkajian penerapan kaidah-kaidah hukum positif di 

Indonesia. 

 

Penelitian ini didasarkan pada sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan 

sumber hukum tersier. 

A. Bahan hukum primer, merupakan bahan yang memiliki kekuatan yang mengikat 

secara hukum dan atau memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang terlibat 

atau memiliki suatu kepentingan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang 

digunakan untuk membahas identifikasi masalah, yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan 

Transaksi Elektronik; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan 

Sistem Dan Transaksi Elektronik; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Sistem 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; 

5. Peraturan Perjanjian Baku e-commerce Zara Indonesia, mengenai syarat 

dan ketentuan umum pembelian serta penggunaan; 

6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

B. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan kejelasan 

secara detail dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam bahan hukum 

primer yang digunakan oleh penulis, yaitu: 

1. Buku atau ebook; 

2. Jurnal atau ejournal; 

3. Doktrin atau pendapat ahli; 

4. Rujukan elektronik yang berkaitan dengan topik penelitian perjanjian 

baku, e-commerce, klausula eksonerasi, serta perlindungan konsumen. 

 
8 Siswanta, A. R., Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Standar yang Mengandung Klausula 

Eksonerasi Tanpa Menerapkan Asas Itikad Baik. Jurnal de Jure 15 (1): 46-63, 2023, hlm. 49, diakses dari 

Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Standar yang Mengandung Klausula Eksonerasi Tanpa 

Menerapkan Asas Itikad Baik | Siswanta | Jurnal de jure (uniba-bpn.ac.id) diakses pada tanggal 19 Mei 2024, 

Pukul 20.15 WIB. 

https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/798
https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/798
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C. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bertujuan untuk dapat 

dipergunakan sebagai petunjuk yang berasal dari bahan primer dan bahan 

sekunder, terdiri dari: 

1. Kamus Bahasa Inggris; 

2. Kamus Istilah Hukum; 

3. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

 

1.5 Rencana Sistematika Penulisan 

Penulisan hukum ini akan disusun dengan 5 (lima) bab yang tertulis secara sistematis, yaitu: 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai apa yang menjadi (1) latar 

belakang dalam penelitian hukum ini; (2) rumusan masalah yang memuat 

pertanyaan yuridis mengenai penelitian berdasarkan latar belakang; (3) tujuan 

penelitian yang dibuat berdasarkan hasil dari rumusan masalah; (4) metode 

penelitian yang memuat metode yang akan peneliti lakukan dalam meneliti dan 

mengkaji permasalahan dalam penelitian ini; dan (5) sistematika penulisan yang 

memuat mengenai kerangka penulisan. 

 

BAB II Tinjauan Umum Perjanjian Baku Dan Klausula Baku Berdasarkan 

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai dasar teori yang akan dibahas 

mengenai upaya hukum terhadap perlindungan konsumen dan perjanjian baku 

yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen. 

 

BAB III Perjanjian Baku Electronic-Commerce Zara Indonesia 

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai perjanjian baku dan klausula-

klausula yang termaktub di dalam perjanjian baku e-commerce Zara Indonesia. 

 

BAB IV Analisis Yuridis Perjanjian Baku Electronic-Commerce Zara Indonesia 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen 

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai pembahasan terkait hasil 

penelitian melalui analisis yuridis normatif terhadap Perjanjian Baku e-
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commerce Zara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen. 

 

BAB V Penutup 

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari 

hasil penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Klausula Eksonerasi Pada 

Perjanjian Baku Electronic Commerce Zara Indonesia Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” 

dan saran terhadap penelitian yang penulis buat. 
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